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KEBIJAKAN & REGULASI TERKAIT

UU NO. 3 / 2014
tentang Perindustrian

PP NO. 142 / 2015
tentang Kawasan Industri

PERMENPERIN NO. 40 / 2016
tentang Pedoman Teknis Pembangunan 

Kawasan Industri

PP NO. 24 / 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

PERMENPERIN NO. 45 / 2019
tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha 

Kawasan Industri dan Izin Perluasan

Kawasan Industri dalam Kerangka

Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

PERMENPERIN NO. 1 / 2020
tentang Penyusunan Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan

Hidup Rinci bagi Perusahaan Industri

yang Berada atau Akan Berlokasi di 

Kawasan Industri

PP NO. 72 / 2008
tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang

Kena Cukai

UU NO. 11 / 1995
tentang Cukai

PMK NO. 21 / 2020 
tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau

(KIHT))

R-PERMENPERIN
tentang Kawasan Tertentu

(Kawasan Industri Kecil dan Menengah)

PMK NO. 206 / 2020 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan 

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBH CHT)

PP NO. 109 / 2012
tentang Pengamanan Bahan yang 

Mengandung Zat Aditif Berupa Produk
Tembakau bagi Kesehatan

PERMENPERIN NO. 64 / 2014
tentang Pengawasan dan Pengendalian

Usaha Industri Rokok

PERMENPERIN NO. 72 / 2008
tentang Pendaftaran dan Pengawasan

Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret

(Rokok)
PERMENPERIN NO. 15 / 2019
PERMENPERIN NO. 30 / 2019

tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha 

Industri dan Izin Perluasan dalam

Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik

PP NO. 107 / 2015
tentang Izin Usaha Industri



TAHAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

1

Perencanaan

FS, Masterplan, Studi 

AMDAL, DED, Tata Tertib

Perizinan

NIB (Akta & NPWP), Izin Lokasi, Izin 

Lingkungan, IMB, IUKI

1 2 3

Pembebasan Lahan

Jual Beli, Perjanjian 

Kerjasama, Sertifikasi

Pembangunan

Pematangan Lahan dan 

Pembangunan Infrastruktur*

46

IUKI efektif
(OSS - SIINas)

Pengelolaan

Pelayanan Tenan (infrastruktur, perizinan, dll), 

Pengelolaan Lingkungan, CSR / CSV

Permohonan Fasilitas Fiskal

Penilaian Standar KI

8

5

9

Perolehan Status

Permohonan OVNI, 

Permohonan KI Halal, dsb

Akreditasi**

Jual / Sewa Lahan 

7

Penjualan

PMK No 105 Tahun 2016

Bentuk fasilitas PMK 105/2016:
 Pengurangan PPh Penanaman Modal atau PPh Badan 
 Pembebasan PPN Impor mesin, dan peralatan pabrik
 Pembebasan Bea Masuk

BAP oleh unsur pemerintahan di 

bidang industri dapat melibatkan

pekerjaan umum, dan/atau

pertanahan

*) Pasal 11 PP 142/2015, Infrastruktur yang wajib dibangun adalah infrastruktur dasar, 
namun Perusahaan Kawasan Industri dapat membangun infrastruktur penunjang
dan/atau sarana penunjang
**) Pasal 44 PP 142/2015, Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar
Kawasan Industri. Namun belum diterapkan karena regulasi masih dalam tahap
pembahasan



KEGIATAN ANGGARAN DBHCHT 2021

1. PEMBUATAN KAJIAN FISIK KIHT;

a. FS (FEASIBILITY STUDY) 

Studi kelayakan lokasi

b.  DED (detail Engineering Design)

c. UKL – UPL 

Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan

2. SOSIALISASI KIHT DENGAN IKM ROKOK DAN TOKOH MASYARAKAT;

3. FGD KIHT;

4. PEMBENTUKAN PAGUYUBAN ROKOK JEPARA.





PENGUKURAN PEMANFAATANLAHAN

HASIL RAPAT IJIN TATARUANG
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
LUAS LAHAN 1,46 Ha



1. BANGUNAN GUDANG / WORKSHOP

2. BANGUNAN KANTOR DAN BEACUKAI

3. BANGUNANLABORATORIUM

4. MUSHOLA

5. KANTIN /  TOKOPUJASERA

6. POWER  HOUSE( GENSET DAN PANEL PLN)

7. KAMAR MANDI UMUM

8. POS JAGA / SATPAM

9. TPS. PENAMPUNGAN SAMPAHSEMENTARA

10. PENGOLAHAN LIMBAH ( IPAL)

11. LAHAN PARKIR RODA 2KAPASITAS

300  MOTOR

18 UNIT

1UNIT

1UNIT

1UNIT

6 KIOS

1UNIT

1UNIT

1UNIT

1UNIT

1UNIT

1 UNIT





GATEINTRANCE



KONSEPFASADE



GUDANGWORKSHOP



FASADEKANTOR





PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBENTUKAN KIHT 

DI KABUPATEN JEPARA

PELUANG
1. Peningkatan pendapatan negara & daerah di Kabupaten Jepara di bidang cukai;

2. Tersedianya lahan

3. Dukungan Stakeholder di Jepara yang cukup baik

4. Memberikan dampak perekonomian & peningkatan ekonomi masyarakat di 

lingkungan KIHT;

5. Terbentuknya Perkumpulan Pengusaha Rokok sebagai pendukung pengelolaan KIHT;

6. Pengembangan produk IHT yang beresiko rendah bagi kesehatan.

7. Menekan angka peredaran rokok illegal untuk mendukung program penegakan

hukum;

8. Menumbuhkan UKM / IKM lain di lingkungan KIHT;

9. Menumbuhkan tenaga kerja baru di lingkungan lokasi KIHT.



TANTANGAN

1. Perlu dukungan tahapan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan

KIHT terkait anggaran yang memadai dan ketentuan KIHT yang lebih jelas;

2. Mengarahkan dan memusatkan pelaku rokok illegal ke lokasi KIHT

3. Jarak calon lokasi KIHT dengan IKM Rokok cukup jauh

4. Referensi Pengelolaan KIHT masih minim



Terimakasih..


